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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan
Jaminan Buku Nikah Di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk™
adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang
bagaimana praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan bagaimana analisis hukum Islam
terhadap praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan
Pace Kabupaten Nganjuk.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara
terhadap beberapa pihak yang bersangkutan dan dokumentasi, kemudian data yang
telah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola pikir induktif. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah konsep
pinjaman dan jaminan dalam hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: pertama,
rukun dan syarat jaminan dalam praktik pinjaman atau utang piutang tersebut telah
terpenuhi dan barang atau benda yang digunakan sebagai jaminan dalam utang
piutang tersebut adalah buku nikah yang memiliki nilai berharga, sah dan boleh
digunakan dalam pinjaman. Kedua, praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah
tersebut telah memenuhi rukun dalam pinjaman, namun terdapat satu syarat yang
tidak terpenuhi yaitu dalam pinjaman terdapat tambahan. Tambahan dalam
pinjaman atau utang piutang tidak diperbolehkan karena meranah pada unsur riba
yang memberatkan dan merugikan bagi peminjam dan hukum riba haram dalam
Islam. Dengan demikian, praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di desa
Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk hukum jaminannya yang berupa
buku nikah sah dan diperbolehkan, namun praktik pinjaman tersebut harus
dihindari karena mengandung riba.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya praktik utang piutang
dengan jaminan buku nikah dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah agar
terhindar dari unsur riba yang diharamkan oleh Islam.

Vi
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Islam adalah agama yang sempurna dengan berbagai macam kaidah-
kaidah dasar sebagai aturan disegala aspek kehidupan manusia, baik dalam hal
ibadah maupun dalam hal muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap manusia
membutuhkan hubungan interaksi antar manusia lain. Manusia diciptakan Tuhan
dengan keadaan yang saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga tidak akan
mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa pertolongan
dan bantuan dari orang lain.

Dalam Islam manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, namun
harus dapat dipahami bahwa terdapat suatu batasan-batasan yang perlu
diperhatikan agar tidak berbuat semaunya sendiri seperti yang ditegaskan Allah
dalam Alquran Surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

cladluul dll o) salll 1s2513 0ldallg 35}“ P 1935 Y s3adlls }35\ Pe l$3la53

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,

dan bertagwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat
siksa-Nya”.?

! Muhammad Arifin bin Badri, Sifar Perniagaan Nabi Panduan Praktis Figih Perniagaan Islam
(Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012), 1.

2 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Al-Mahira, 2015),
106.



Pada dasarnya segala bentuk muamalah yang terdapat dalam kehidupan
manusia hukumnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya,

sebagimana yang terdapat dalam kaidah figih sebagai berikut:

s e s 3 3 Ay alawdd o ¥

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamannya”.!

Kaidah di atas mengandung arti bahwa hukum Islam bersifat fleksible
dengan memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap berbagai macam
bentuk muamalah yang baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup
masyarakat saat ini.?

Salah satu contoh dari bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari
adalah praktik pinjam-meminjam atau dikenal dengan istilah utang piutang.
Penyebab dari munculnya praktik ini salah satunya adalah adanya ketidak
merataan dalam hal materi. Dengan demikian secara perlahan kesenjangan
ekonomi akan terjadi sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat mendorong
adanya pihak yang menyediakan peminjaman (utang).

Dalam Islam, pinjaman atau utang dikenal dengan istilah gard, yaitu
pemberian sebagian atau sejumlah harta kepada orang lain dengan maksud dan
tujuan untuk membantu yang pada akhirnya dapat ditagih atau diminta kembali

oleh orang yang memberi pinjaman atau utang. Dalam istilah lain gard dapat

! Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2017), 10.

2 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Shari’ah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 15.



diartikan dengan meminjamkan harta tanpa mengharapkan tambahan atau imbalan
dalam pengembaliannya.’

Agad gard memfasilitasi peminjaman sejumlah uang atau harta dengan
tanpa adanya pembebanan bunga atas pinjaman yang dilakukan. Pada dasarnya
aqad gard adalah agad yang menggunakan sistem transaksi yang bersifat sosial
karena tidak disertai dengan pengambilan bunga maupun keuntungan atas uang
atau harta yang telah dipinjamkan.*

Ketika hubungan utang piutang telah terjadi, maka timbullah hak dan
kewajiban, apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi dalam utang pitang maka
disinilah akan timbul pemikiran tentang adanya sebuah jaminan. Jaminan ialah
agunan (penanggung dari utang yang telah dipercayai) atau tanggungan atas
pinjaman yang telah diterima orang yang melakukan utang kepada orang yang

memberi pijaman atau utang.’

Istilah jaminan dalam figih muamalah disebut sebagai rahn, yaitu
menahan salah satu benda atau barang orang yang berutang sebagai jaminan atas
pinjamannya kepada orang yang memberi utang yang telah diterimanya. Benda
atau barang yang ditahan sebagai jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.
Dengan begitu orang yang memberikan utang mempunyai jaminan untuk

memperoleh sebagian atau seluruh hartanya yang telah dipinjamkan. Secara

3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah. Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
131.

4 Rizal Yahya, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: Salemba
Empat, 2016), 292-293.

5> Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 193.



sederhana dapat dikatakan bahwa raAn adalah jaminan utang dari orang yang

berutang kepada orang yang memberi utang atau gadai.®

Dalam definisi lain disebutkan rahn adalah menjadikan suatu benda
mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai kepercayaan dari suatu
transaksi pinjaman atau utang, sehingga dimungkinkan dengan adanya benda atau
berang tersebut dapat diambil sebagian atau seluruh utang. Rahn dapat diartikan
sebagai pinjam meminjam uang dengan menyerahkan benda atau barang yang
disertai dengan batas waktu (apabila telah sampai pada batas waktunya dan hutang
belum dibayar lunas, maka benda atau barang yang menjadi jaminan tersebut

menjadi milik orang yang memberikan pinjaman atau utang).’

Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan raAn sebagai berikut:

5

o i L Gl (a3800 1 15 32 s

“Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat

dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa
membayar utangnya”.®

Dari definisi Imam Syafi’i di atas secara tidak langsung dapat dijelaskan

bahwa yang dikatakan dengan jaminan adalah sesuatu atau barang yang memiliki

nilai yang dapat dijadikan sebagai ganti atau pelunasan atas utang yang dilakukan

apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi dan sesuatu atau barang yang tidak

¢ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
128.

7 Syaiful Jazil, Figig Mu’amalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 115.

8 1dri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif’ Hadis Nabi) (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 103.



memiliki nilai ekonomis tidak dapat digunakan menjadi sebuah jaminan dalam
pinjaman atau utang piutang.

Dalam KUH Perdata, gadai dirumuskan sebagai “sesuatu hak yang
diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan
yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan
dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang
lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang
dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya
mana harus didahulukan”. Sedangkan pengertian gadai menurut ketentuan Hukum
Adat yaitu “menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang
secara tunai, dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas
pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.’

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
rahn adalah menahan benda atau barang dari orang yang berutang dimana barang
atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis dalam pandangan syariah yang dapat
digunakan sebagai kepercayaan atas utang piutang yang dilakukan dan
memungkinkan orang yang memberi pinjaman atau utang piutang mengambil
manfaat baik secara keseluruhan atau sebagian dari barang atau benda yang

dijadikan sebagai jaminan tersebut.

® Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Isiam (Jakarta: Sinar Grafika,
1994), 140.



Rahn dalam Fatwa DSN MUI diatur pada Fatwa No. 25/DSN-

MUI/II/2002 tentang rahn dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Hukum yang menyatakan; Bahwa pinjaman atau utang dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk rahn

diperbolehkan.

Kedua, ketentuan umum yang menjelaskan tentang:

1.

Mourtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang)
terbayar dengan lunas.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rakin. Pada prinsipnya,
marhuntidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin dari
rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu
sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan marhun tetap
menjadi kewajiban rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan marhun

a. Apabila jatuh tempo, murtahinharus memperingatkan rahin untuk

segera melunasi utangnya.



b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun
dapat dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c. Hasil penjualan dari marhun digunakan untuk melunasi utang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta
biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil dari pejualan marhun menjadi milik rahin dan
apabila terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut juga

menjadi kewajiban rahin.

Ketiga, ketentuan penutup yang berisi; apabila salah satu dari pihak tidak
menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan diantara
kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 raAn
didefinisikan sebagai berikut: “Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi
pinjaman sebagai jaminan”.!°

Dengan demikian, barang jaminan tersebut hanya sebagai bentuk
kepercayaan atas utang yang telah diberikan, yang pada dasarnya status

kepemilikan atas barang masih milik orang yang berutang tetapi tertahan berada

ditangan pemberi utang atau orang yang menerima barang gadai. Misalnya

1 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 190.



jaminan utang seseorang adalah sebuah rumah, maka jaminan yang ditahan adalah
sertifikatnya, dan apabila jaminannya mobil maka yang ditahan BPKBnya.'!

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa utang piutang dengan meminta
sebuah jaminan hukumnya diperbolehkan (Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-
MUI/II/2002 tentang Rahn). Dengan ketentuan barang atau benda yang menjadi
obyek jaminan tersebut secara hukum syara’ memiliki nilai ekonomis. Namun,
yang terjadi dalam praktik dikehidupan eramodern seperti sekarang ini terdapat
sebuah kasus yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian,
tepatnya di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dimana terjadi
praktik pinjaman atau utang piutang dengan obyek jaminanannya adalah Buku
Nikah. Dapat diketahui jika terjadi wanprestasi buku nikah yang digunakan
sebagai jaminan tidak dapat dijual untuk melunasi utang dan masih terdapat
banyak obyek yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam utang piutang selain
buku nikah. Dengan demikian, fokus utama dalam penelitian yang akan dikaji
penulis adalah tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan

Jaminan Buku Nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Cakupan yang dimungkinkan akan muncul dalam pembahasan dari
penelitian penulis sebagai obyek kajian masalah adalah sebagai berikut:

a. Pengertian gardh dan rahn dalam Hukum Islam.

" 1bid, 191.



b. Faktor yang melatar belakangi terjadinya jaminan buku nikah.
¢. Mekanisme akad rahn dalam praktik pinjaman.
d. Analisis Hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku nikah.
2. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat mencapai suatu pemahaman yang terarah
berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan
masalah yang akan dibahas, yaitu:
1. Praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan
Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku nikah di

Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di temukan pokok
permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku

nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi secara ringkas tentang kajian/penelitian

yang pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga memperjelas



bahwa kajian yang diteliti bukan merupakan pengulangan kembali atau duplikasi

dari penelitian terdahulu.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang utang-

piutang, diantaranya sebagai berikut:

1.

Skripsi dengan judul “Studi hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Dengan Jaminan Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar
Kedungmulyo Kabupaten Jombang” oleh Agustini Purwandani tahun 2009.!2
Penelitian ini membahas tentang deskripsi praktek utang piutang dengan
menjaminkan barang kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar
Kedungmulyo Kabupaten Jombang dan mendeskripsikan aqad jual beli
dengan sistem kredit di Desa tersebut untuk mengetahui faktor yang
melatarbelakangi terjadinya praktik utang piutang dengan menjaminkan
barang kreditan ini dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap
praktik tersebut.

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan
Jaminan Utang Piutang yang Dimanfaatkan Piutang” oleh Miftahul Khoiriyah
tahun 2010.'> Pembahasan dari penelitian ini yaitu tentang praktik
pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di Desa

Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan tinjauan hukum Islam

12 Agustini Purwandi, Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan
Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang (Skripsi-
-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

13 Miftahul Khoiriyah, Perspektit Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang
Piutang yang Dimanfaatkan Piutang (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).



terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan
piutang.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang
Berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo
Kabupaten Madiun” oleh Ulfa Sadiyah tahun 2016.'* Penelitian tersebut
membahas tentang praktik jaminan hutang berupa akta kelahiran anak di Desa
Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan tinjauan hukum Islam
terhadap jaminan hutang berupa akta kelahiran tersebut.

4. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penahanan Sawah
Sebagai Jaminan Pada Hutang Piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan
Babat Kabupaten Lamongan” oleh Muhammad Syifaul Anshori tahun 2017.15
Penelitian ini membahas tentang praktik penahanan sawah sebagai jaminan
pada hutang piutang di Desa Kebalen Pelang Kecamatan Babat Kabupaten
Lamongan dan analisa hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai
jaminan pada hutang piutang tersebut.

5. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Uang Jumputan
di Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan” oleh
Ananda Elsa Syafitri pada 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang

implementasi utang piutang uang jumputan di Desa Balengputih Kecamatan

14 Ulfa Sadiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anank
Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,
2016).

15 Muhammad Syifaul Anshori, Analisa Hukum Islam Terhadap Penahanan Sawah Sebagai
Jaminan Pada Hutang Piutang Di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).



Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap
implementasi utang piutang uang jumputan tersebut tersebut.'®

Beberapa judul skripsi di atas menegaskan bahwa skripsi yang akan
ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya,
perbedaan tesebut berada pada obyek jaminan yang digunakan. Dalam skripsi
pertama menggunakan jaminan yang berupa barang kreditan, skripsi kedua
menggunakan jaminan yang dimanfaatkan oleh piutang, skripsi ketiga
menggunakan jaminan yang berupa akta kelahiran, skripsi keempat
menggunakan jaminan yang berupa penahanan sawah dan skripsi yang kelima
adalah skripsi dengan utang piutang uang jumputan. Obyek jaminan yang

digunakan penulis dalam skipsi ini adalah jaminan buku nikah.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan di capai penulis dari penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
1. Menjelaskan praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa Jampes
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pinjaman dengan jaminan buku

nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

16 Ananda Elsa Syafitri, Analisa Hukum Islam Terhadap Utang Uang Jumputan Di Desa
Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan (Skripsi--UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2017).



F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat membawa manfaat yang
positif dan memiliki nilai guna baik untuk kalangan akademisi ataupun non
akademisi. Secara umum kegunaan dari hasil penilitian ini dapat terbagi kedalam
dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah wawasan
ilmu pengetahuan dibidang muamalah yang berkaitan dengan jaminan
pinjaman atau utang piutang baik kepada penulis maupun pembaca tentang
bagaimana paktik pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan syariah Islam.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dan panduan dalam melakukan muamalah dengan lebih berhati-
hati agar tercapai praktik muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariah

sehingga bisa menjadi sarana yang tepat untuk mencapai tujuan syariah Islam.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional bertujuan untuk memberikan penjelasan dan
penegasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian.
Maka penulis memberikan definisi penjelas sebagai berikut:
1. Hukum Islam adalah ketentuan atau aturan yang digunakan sebagai dasar
dalam setiap kegiatan muamalah manusia, yang meliputi Alquran, Hadis serta
pendapat fugaha’ yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi analisis

Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dengan Jaminan Buku Nikah ini.



2. Jaminan adalah agunan (penanggung dari utang yang telah dipercayai) atau
tanggungan atas pinjaman yang telah diterima orang yang berutang kepada
orang yang memberi pijaman yang bernilai ekonomis.

3. Bukunikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama
RI yang membuktikan mengenai status dan peristiwa perkawinan seseorang

secara sah dimata hukum.

H. Metode Penelitian
Metode penilitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian
lapangan (field research), dimana data yang dikumpulkan penulis berdasarkan pada
fakta lapangan yang digunakan sebagai obyek penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan penulis untuk menjawab pertanyaan yang
terdapat dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:
a. Gambaran umum Desa Jampes.
b. Data tentang praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah di Desa
Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
c. Data Hukum Islam tentang pinjaman dengan jaminan buku nikah.
2.  Sumber Data
Sumber data yaitu sumber dari mana data didapatkan dan digali, baik

data primer maupun data sekunder serta dapat berupa orang, dokumen,



pustaka (hanya referensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan, atau
lainnya.!”
3. Teknik Pengumpulan Data
Langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik
pengumpulan data, karena mendapatkan data adalah tujuan utama dari sebuah
penelitian. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data
yang telah ditetapkan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data.!s
a. Observasi
Observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan oleh
penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa
adanya suatu alat terhadap subyek yang diteliti.!” Dalam penelitian ini
penulis melihat secara langsung bagaimana praktik pinjaman dengan
menggunakan jaminan buku nikah yang terjadi di Desa Jampes
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan mengenal orang yang
melakukan utang piutang dengan jaminan buku nikah tersebut.
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu, salah satu pihak menjadi

17 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

18 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

19 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 26.



pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang lain menjadi
terwawancara yang menjawab pertanyaan dari pewawancara.?’

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan secara
langsung dengan mewawancarai Wiyono (52) dan beberapa warga Desa
Ngepeh yang telah melakukan pinjaman kepadanya.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data kualitatif yang
berisi sejumlah fakta yang terkait dengan obyek penelitian yang
kemudian disimpan dalam bentuk sebuah dokumen.?!

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa
dokumen yang berbentuk tulisan yaitu berupa gambaran umum Desa

Jampes, data wawancara dengan pemberi pinjaman dan beberapa orang

yang melakukan utang.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan penulis yaitu:
Organizing adalah proses penyusunan dan pengelompokan data yang
dibutuhkan dalam penelitian untuk dianalisis yang disusun secara
sistematis untuk mempermudah penulis dalam menganalisa data yang

telah dikumpulkan.??

20 Lexi j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),

186.

2! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2002), 206.
22 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 245.



b. Editing adalah kegiatan pengeditan data akan kebenaran dan ketepatan
data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan
pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh.??

c. Analizing adalah menganalisa data yang telah didapat oleh penulis dari
penelitian yang dilakukan untuk mendapat kesimpulan perihal kebenaran
fakta yang telah ditemukan dalam penelitian yang sekaligus merupakan
jawaban dari rumusan masalah yang dituliskan penulis.?*

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data yang telah
diperoleh dari sebuah penelitian kedalam bentuk yang lebih mudah untuk
dibaca. Penulis menggunakan teknik pengelolaan data yang berupa observasi
dan wawancara dengan metode kualitatif, kemudian data yang telah
terkumpul dianalisa dengan teknik penelitian deskriptif-analisis, yaitu dengan
menjelaskan dan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh penulis dari
lapangan yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk
memperoleh kesimpulan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan pola pikir induktif
dengan menguraikan hasil penelitian dari umum yang kemudian ditarik
kepada sebuah kesimpulan ke dalam hal yang bersifat khusus, yaitu hukum

pinjaman dengan jaminan buku nikah.

B 1bid., 246.
24 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.



I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian yang ditulis penulis
adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang konsep pinjaman dan jaminan dalam
Hukum Islam, yang meliputi pembahasan secara umum mengenai pinjaman atau
gard dan jaminan atau rahn.

Bab ketiga yaitu penyajian data yang berisi praktik pinjaman dengan
jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, yang
mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, pinjaman dengan jaminan
buku nikah dan praktik pinjaman di Desa Jampes Kecamatan Pace.

Bab keempat adalah analisis data-data yang diperoleh penulis dari
penelitian praktik pinjaman atau utang piutang dengan jaminan buku nikah yang
kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam mengenai pinjaman dengan
jaminan buku nikah di Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian
yang ditulis oleh penulis, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
yang menghasilkan pendapat hukum terhadap praktik pinjaman atau utang piutang
dengan jaminan buku nikah dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk

melakukan praktik pinjaman dengan jaminan buku nikah.



BABII
KONSEP PINJAMAN DAN JAMINAN

DALAM HUKUM ISLAM

A. Pinjaman
1. Pengertian Pinjaman
Dalam bahasa Arab pinjaman atau utang piutang disebut dengan gard
yang berasal dari kata girad yang memiliki arti “memotong”. Disebut dengan
istilah gard karena telah terjadi pemotongan sebagian atau beberapa harta
kekayaan dari seseorang dengan memberikan pinjaman atau utang kepada

penerima utang.'

Ulama Malikiyah mendefinisikan gard yaitu menyerahkan sesuatu
atau harta yang memiliki nilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat

dari sesuatu tersebut.?

Secara istilah ulama Hanafiyah mendefinisikan gard sebagai :
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“(Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mithliuntuk
kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan lain, gard
adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (ma/
mithli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti
yang diterimanya).”

13

N\

! Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta:
Prenamedia Group, 2014), 342-343.

2 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 77.

3 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 67.
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Ulama Shafi’iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gard
adalah menyerahkan sesuatu kepada seseorang untuk selanjutnya sesuatu
tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan jumlah yang

diserahkan atau dengan sesuatu yang sama.!

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa gard adalah menyerahkan harta
yang dimiliki kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan wajib

dikembalikan dengan harta yang serupa sebagai penggantinya.’

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan gard secara bahasa sebagai
potongan, maksudnya yaitu harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang
sedang membutuhkan tersebut adalah potongan atau bagian dari harta

seseorang yang memberikan pinjaman.?

Al-Jaziri mendefinisikan gard dengan:

°
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“Al-Qardu berarti memotong maka hartamu yang telah diberikan kepada

orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut gard, karena

harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu”.*

Secara terminologi gard didefinisikan Al-Bahuti sebagai berikut:
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!'Ibid., 78.

2 Abdurrahman Al-Jaziri, Figh Empat Mazhab, Jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 288.

3 Imam Mustofa, Figh Mu’amalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 168.

4 Abdurrahman al-Jaziri, al-Figih ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar
al-Sani, 2005), 11/225.



“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan
menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”.’

Dalam pengertian lain gard adalah pemberian sebagian atau sejumlah
harta seseorang kepada orang lain dengan maksud dan tujuan untuk membantu
yang pada akhirnya pemberian tersebut dapat ditagih atau diminta kembali
oleh orang yang memberi pinjaman. Dalam istilah lain gard dapat diartikan
dengan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan tambahan

atau imbalan dalam pengembaliannya.®

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas gard adalah pinjaman
yang diberikan kepada orang lain dengan mengurangi harta miliknya, untuk
membantu seseorang yang membutuhkan, yang kemudian pinjaman tersebut
akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa adanya
tambahan atau imbalan. Secara singkat gard dapat dikatakan sebagai
pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang yang kemudian akan

dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam.
2. Dasar Hukum Pinjaman

Dasar hukum atau landasan syariah yang mengatur tentang hukum
pinjaman atau utang piutang terdapat dalam beberapa sumber hukum yaitu
Alquran, hadis dan ijma’ yang dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagai

berikut:

> Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kasyfal-Qana ‘an Matn al-Igna, (al-Maktabah al-Syamilah
al-Isdar al-Sani, 2005), 1X/449.

¢ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001),
131.



a. Alquran
Sumber hukum yang mengatur tentang hukum pinjaman atau gard
terdapat di dalam Al-Qur’an surah Al-Hadid ayat 11, At-Taubah ayat 60,

At-Taghabun ayat 17 dan Al-Baqarah ayat 245, yaitu sebagai berikut:
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“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia
akan memperoleh pahala yang banyak™.”
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan

Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.®

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
niscaya Allah akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni
kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”.
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“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak™.’

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari

pinjaman atau utang piutang atau gard adalah boleh.

? Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Mahira, 2015).
8 Ibid.
% Ibid.



b. Hadis
Hadis adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi, di dalam

hadis terdapat hukum yang mengatur tentang gard yaitu terdapat dalam

hadis sebagai berikut:
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“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah saw bersabda, ‘Tidak ada seorang
muslim yang menukarkan kepada orang muslim gard dua kali, maka
seperti sedekah sekali.” 1
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“Annas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada
waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas
sepuluh kali lipat dan garddelapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai Jibril,
mengapa gard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, ‘karena meminta-
minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan
meminjam kecuali karena keperluan”.!!
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“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasululah saw bersabda:
Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak
kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari
satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dihari kiamat. Barang siapa

memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya
Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah

10 Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Maah, Sunan Ibni Majah, (al-Maktabah al-Syamilah
al-Isdar al-Sani, 2005), VII/378, hadis nomor 2524.
' Ibid., hadis nomor 2525.



senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong

saudaranya”.!?
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“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan
kepada kami Abdullah bin Bakr As Sahmani telah menceritakan kepada
kami Humaid dari Anas ia berkata: “Ketika turun ayat kamu sekali-kali
tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, atau siapakah yang mau
memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan
hartanya dijalan Allah), kemudian Abu Thalhah yang memiliki kebun
berkata: “Wahai Rasulullah, saya (infakkan) kebun saya dijalan Allah.
Dan sekiranya saya mampu untuk menyembunyikannya tentu saya tidak
menyatakannya. Lalu beliau mengatakan “Berilah kepada kerabat atau
orang yang terdekat denganmu” Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini
Hasan Shahih. Dan Malik bin Anas telah meriwayatkan dari Ishaq bin
Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik™.!?

c. Ijma
Tabiat manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak
dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari manusia
yang lainnya, karena tidak ada seorang manusia yang dapat memiliki segala
sesuatu yang dibutuhkannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam
merupakan agama yang memperhatikan secara detail seluruh aspek dalam

kehidupan manusia. Para ulama sepakat menyimpulkan bahwa gard boleh

12 Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syaddad bin Amr al-Azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud, (al-
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XIV/261, hadis nomor 4948.

13 Muyhammad bin Isa bin Saurahbin Musa bin al-Dahak al-Turmudzi, Sunan al Turmudzi, (al-
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/329, hadis nomor 2923.



dilakukan atas dasar bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling
membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi segala macam bentuk
hajatnya yang beragam.'4

3. Rukun dan Syarat Pinjaman

Seperti yang terdapat dalam rukun jual beli, terdapat pula
perselisihan dalam menentukan rukun gard dikalangan para fugaha, menurut
ulama Hanafiyah rukun gard adalah ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut
jumhur ulama fugqaha berpendapat bahwa rukun gard adalah agid, ma’qud

‘alaih dan sighat.’”’

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad gard yaitu

sebagai berikut:

1) Agid

Orang yang berakad terdiri dari mugrid (pihak pertama yaitu
orang memberikan pinjaman atau orang yang menyediakan harta
pinjaman), mugqtarid (pihak kedua yaitu orang yang membutuhkan harta
atau orang yang meminjam harta). Agidharus memiliki sifat ahliyahyaitu
cakap dalam bertindak hukum seperti orang yang baligh dan berakal.
Orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum seperti halnya orang gila,

orang yang sedang berada dalam pengampuan karena boros atau sebab

14 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), 30.
15 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 276.



lainnya hukumnya tidak sah dalam melakukan akad pinjam meminjam
atau utang piutang.'®
2) Ma’qud ‘alaih

Obyek yang terdapat dalam gard dapat berupa uang atau barang.
Menurut ulama Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah obyek gard
disamakan dengan obyek akad salam, baik berupa barang-barang yang
dapat ditimbang dan ditakar ataupun barang-barang yang tidak terdapat
persamaannya di pasaran, seperti barang-barang dagangan, barang-barang
yang dapat dihitung serta hewan. Dengan demikian setiap barang yang
dapat dijadikan sebagai obyek dalam jual beli diperbolehkan juga
dijadikan sebagai obyek dalam akad gard. Sedangkan ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa ma’qud ‘alaih hukumnya sah dalam mal mithli
sedangkan barang-barang gimiyat seperti hewan tidak boleh dijadikan

sebagai obyek dalam gard dengan alasan karena hewan termasuk benda

yang sulit untuk dikembalikan dengan benda yang sama atau serupa.
Dengan demikian tidak diperbolehkan pinjaman atau utang piutang
dengan menggunakan obyek hewan.
3) Sighat
I[jab adalah penjelasan yang diberikan oleh salah satu pihak yang
melakukan akad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam mengadakan

suatu akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang

16 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52.



mendengarkan ijab yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab
dan qabul dalam masa sekarang diartikan sebagai pertukaran sesuatu
dengan sesuatu yang lainnya sehingga antara penjual dan pembeli dalam
membeli atau bertransaksi sesuatu terkadang tidak harus saling
berhadapan, seperti dalam akad salam.

Sighat al-‘agdi adalah sebutan lain dari ijab dan gabul, yaitu
perkataan yang menunjukkan kehendak dari kedua belah pihak yang
berakad. Ijab dan gabul harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

a. Penjelasan atau pengertiannya harus terang diucapkan;
b. Antara ijab dan qabul harus sesuai;

c. Menggambarkan kesungguhan atas kemauan dari pihak-pihak yang

berakad.!”

Secara garis besar terdapat dua syarat agar aqad gardboleh digunakan

yaitu sebagai berikut:

1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika dalam transaksi utang piutang
(qard) untuk tujuan mugrid, maka para ulama bersepakat bahwa transaksi
tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat larangan dari ketentuan
hukum Islam dan jauh dari nilai-nilai kebajikan.

2) Tidak disertai dengan transaksi yang lain. Misalnya utang dengan disertai
aqad jual beli dan sebagainya maka tidak diperbolehkan. Adapun hadiah

dari pihak orang yang menerima utang menurut ulama Malikiyah

Y Hasby as-Siddiqiy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: Puataka Rizki Putra, 1997), 24.



hukumnya tidak diperbolehkan karena mengarah pada tambahan atas
pengembalian  utang. Sedangkan jumhur ulama berpendapat
memperbolehkan hadiah yang diberikan oleh pihak yang menerima utang
jika bukan merupakan kesepakatan antara penerima utang dan pemberi
utang. Sebagaimana diperbolehkan apabila antara pihak yang memberi
utang dengan yang menerima utang terdapat suatu hubungan yang
menjadikan sebab adanya hadiah diberikan, bukan karena terjadinya

utang piutang diantara mereka.'®

4. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Pinjaman

Menurut Wahbah al-Zuhaili secara garis besar terdapat empat syarat

yang harus dipenuhi dalam akad gard, yaitu:

1))

2)

Akad gard dilakukan dengan menggunakan sighat ijab dan gabul atau
bentuk lain yang serupa dengannya atau yang dapat menjadi
penggantinya, seperti muatah (yaitu akad yang dilakukan dengan
tindakan, dengan saling memberi atau dengan saling mengerti).
Contohnya jika dalam jual beli yaitu indomaret, yang tidak disebutkan
akad dalam pembeliannya namun kedua belah pihak setuju dan langsung
melakukan perhitungan dan pembayaran;

Pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang cakap hukum (yaitu
orang yang baligh, berakal dan merdeka atau tanpa disertai dengan adanya

suatu paksaan atau keadaan yang memaksa), sehingga dalam hal ini anak

'8 Imam Buchori, Akuntansi Perbankan Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 105.



kecil yang masih dalam pengampuan dan orang gila hukumnya tidak sah
apabila melakukan akad gard karena tidak memenuhi salah satu kriteria
dari cakap hukum;

3) Hartayang dipinjamkan, menutut ulama Hanafiyah adalah harta yang ada
padanannya di pasaran atau ada padanan pada nilainya, sedangkan
menurut pandangan ulama, harta yang dapat dipinjamkan dalam gard
adalah semua jenis harta apa saja yang dapat dijadikan sebagai
tanggungan. Jadi harta yang dapat dipinjamkan adalah harta yang bersifat
umum yang ada di masyarakat dan harta tersebut memiliki nilai,
contohnya seperti uang;

4) Jumlah, jenis, ukuran dan kualitas dari harta yang dijadikan pinjaman
harus dapat diketahui dengan jelas, alasannya agar harta yang
dipinjamkan dapat dengan mudah untuk dikembalikan. Selain itu,
kejelasan barang yang dijadikan sebagai pinjaman tersebut dimaksudkan
untuk menolak adanya perselisihan atau persengketaan diantara pihak-
pihak yang melakukan akad gard.'®

5. Macam-macam Pinjaman
Pengelompokkan akad gard ada tiga yaitu: dapat dilihat dari segi
subyeknya (pemberi utang atau pinjaman), dilihat dari segi kuat dan lemahnya
bukti dan dilihat dari segi waktu dalam pelunasannya.
1) Dari segi subyeknya menurut ulama figh utang dapat dibedakan menjadi

dua yaitu sebagai berikut:

19 Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 172.



a. Duyun Allah (utang kepada Allah), yaitu hak-hak yang wajib
dibayarkan oleh seseorang karena adanya perintah dari Allah kepada
orang-orang tertentu yang berhak untuk menerimanya;

b. Duyun al-‘Ibad (utang kepada sesama manusia), yaitu pinjaman atau
utang piutang yang dikaitkan dengan adanya jaminan tertentu dan hak
dari orang yang berpiutang diambilkan dari jaminan tersebut apabila
orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya.?’

2) Dari segi kuat dan lemahnya bukti kebenarannya dapat dibedakan menjadi
dua yaitu sebagai berikut:

a. Duyun al-sihah, yaitu utang piutang yang kebenaran adanya dapat
dibuktikan dengan terdapatnya surat keterangan atau pernyataan
secara tertulis dan pengakuan yang diuangkapkan secara jujur dari
pihak yang melakukan utang atau berutang;

b. Duyun al-marad, yaitu utang piutang yang didasarkan atas pengakuan
baik secara langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang berutang
ketika sedang mengalami sakit yang parah dan beberapa saat kemudian
akan meninggal atau pengakuan yang diucapkan ketika akan menjalani
hukuman mati.

3) Dari segi waktu dalam melunasinya pinjaman atau utang piutang dapat

dibedakan menjadi:

20 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru dalam Hukum Islam),
(Surabaya: UIN SA Press, 2014), 82.



a. Duyun al-halah, yaitu utang piutang yang telah tiba masa untuk segera
melunasinya atau utang yang telah jatuh tempo sehingga sedapat
mungkin pinjaman atau utang piutang tersebut harus segera
dibayarkan;

b. Duyun al-mujjalah, yaitu utang piutang yang belum tiba masanya atau
belum jatuh tempo waktu pembayarannya dan tidak harus dibayarkan
sesegera mungkin.?!

6. Manfaat Pinjaman

Manfaat dari akad utang piutang atau gard sangat banyak, salah satu

diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan dana talangan, adanya transaksi gard memberi kemungkinan
untuk mendapatkan dana talangan dalam jangka waktu yang singkat
kepada orang yang sedang mengalami musibah atau kesulitan yang bersifat
mendesak. Contohnya orang yang mengalami musibah kecelakaan
membutuhkan biaya yang banyak untuk menjalani operasi atau
penanganan lainnya, dengan adannya gard akan membantu mengurangi
beban kesulitan biaya untuk menjalani operasi atau penanganan yang
sifatnya mendesak tersebut;

b. Misi sosial, dalam akad gard terkandung misi sosial yaitu misi untuk
membantu atau memberi pertolongan kepada orang yang sedang

membutuhkan pertolongan dalam keadaan yang mendesak. Misi sosial

2 bid., 82.



pertolongan tersebut yaitu dengan memberi pinjaman tanpa adanya
imbalan atau tambahan dalam pengembalian pinjaman atau utang yang
telah diberikan, sehingga tidak memberikan beban atau tanggungan kepada

orang yang berutang atau meminjam uang;

. Misi sosial-kemasyarakatan, dalam akad gard terkandung misi sosial-

kemasyarakatan yang dimungkinkan akan meningkatkan rasa kasih sayang
antar warga masyarakat untuk saling berbuat kebaikan dan tolong-
menolong yang merupakan ajaran Islam serta dapat meningkatkan nilai-
nilai solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.?

Dengan demikian diharapkan dengan adanya misi sosial kemasyarakatan
tersebut akan dapat menciptakan dan mewujudkan suatu tatanan

masyarakat yang damai, tentram dan harmonis.

22 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

134.



B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan atau gadai yang didalam bahasa Arab disebut dengan istilah
rahn, menurut bahasa yaitu berasal dari kata rahana-rahnan yang memiliki

sinonim yaitu:

a. Tsabata, yang memiliki arti tetap;
b. Dama, yang memiliki arti kekal atau langgeng;

c. Habasa, yang memiliki arti menahan.

Menurut istilah, Sayid Sabiq sebagaimana dikutip dari pendapat

ulama Hanafiah mendefinisikan rahn sebagai berikut:
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“Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki
nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan
ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil
sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut”.?}

Wahbah Zuhaili mendefinisikan rahn sebagaimana mengutip dari

pendapat Syafiiyah yaitu:

2
% kP P <oz < Zgon. . B
4Ly ) ’\"'cf, L@-""?/ L;’;-Ma 3 U.Z.\i Ay 8 :}1:—

“Gadai atau rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk
utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dar